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Isu dan Permasalahan

Baru-baru ini, perhatian publik tertuju pada temuan beras impor yang terkontaminasi kutu di
beberapa gudang Perum Bulog (Bulog). Temuan ini pertama kali diungkap oleh Ketua Komisi IV
DPR R, Siti Hediati Soeharto, dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian pada 11 Maret 2025.
Temuan ini berasal dari kunjungan kerja yang dilakukan saat kunjungan kerja spesifik Komisi IV
DPR RI ke gudang Bulog di Yogyakarta, di mana ditemukan sisa beras impor dari tahun
sebelumnya yang telah terkontaminasi kutu dan tidak layak konsumsi. Beras tersebut
merupakan bagian dari kebijakan impor yang dilakukan pemerintah untuk menjaga ketahanan
stok pangan nasional.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengungkapkan bahwa jumlah beras impor yang
terkontaminasi kutu diperkirakan mencapai 100.000 hingga 300.000 ton dari total cadangan
beras nasional sekitar 2 juta ton yang tersimpan di berbagai gudang Bulog di Indonesia.
Kontaminasi ini menimbulkan kekhawatiran, terutama terkait dengan distribusi dan dampaknya
ternadap ketahanan pangan nasional. Penyebab utama beras menjadi berkutu diduga akibat
kondisi penyimpanan yang kurang optimal. Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan
bahwa kelembapan udara yang tinggi dan minimnya sirkulasi udara di gudang Bulog menjadi
penyebab utama memburuknya kualitas beras. Faktor ini menunjukkan adanya tantangan
dalam sistem penyimpanan pangan di Indonesia, terutama dalam menjaga kualitas beras impor
dalam jangka waktu yang lama.

Temuan beras berkutu di gudang Bulog menimbulkan berbagai reaksi, baik dari masyarakat
maupun dari lembaga pemerintah. Kekhawatiran utama adalah kemungkinan beras tersebut
tetap didistribusikan ke masyarakat, terutama dalam program-program bantuan sosial atau
subsidi pangan. Namun, pemerintah segera memberikan Kklarifikasi bahwa beras yang
terkontaminasi tidak akan digunakan dalam program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
(SPHP) maupun untuk bantuan sosial demi menjaga keamanan pangan masyarakat.

Menteri Pertanian menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan
beras yang beredar di masyarakat dalam kondisi layak konsumsi. Sejalan dengan itu, Wakil
Menteri Pertanian, Sudaryono, menyatakan bahwa beras berkutu tersebut akan dimanfaatkan
untuk keperluan lain, seperti pakan ternak, guna menghindari pemborosan dan tetap
memberikan manfaat secara ekonomi. Meskipun demikian, temuan ini memperlihatkan bahwa
perlu ada evaluasi terhadap sistem pengelolaan stok beras nasional, khususnya terkait
prosedur penyimpanan dan mekanisme pemantauan kualitas. Beberapa pihak menilai bahwa
kejadian ini mencerminkan kurangnya pengawasan dan kontrol kualitas yang ketat terhadap
beras impor sejak awal masuk hingga disimpan dalam gudang Bulog.

Menanggapi isu ini, pemerintah berjanji akan memperketat pengawasan terhadap beras impor
yang masuk ke Indonesia. Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, menyatakan bahwa pihaknya
akan berkoordinasi dengan Perum Bulog untuk memastikan perbaikan dalam sistem
penyimpanan, termasuk peningkatan ventilasi dan kontrol suhu di dalam gudang.
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Selain itu, Kementerian Pertanian dan Bulog juga akan melakukan pengecekan menyeluruh
terhadap stok beras yang tersimpan di seluruh gudang, guna memastikan tidak ada beras
berkutu yang terdistribusi kepada masyarakat. Pemerintah juga berencana menerapkan
metode pengelolaan stok beras yang lebih ketat, termasuk pemantauan secara berkala untuk
mendeteksi potensi penurunan kualitas beras sebelum terjadi kontaminasi.

Kasus beras berkutu di gudang Bulog memberikan beberapa pelajaran penting. Pertama, kasus
ini menunjukkan bahwa pengelolaan penyimpanan dan distribusi pangan harus dilakukan
dengan sangat hati-hati. Praktik penyimpanan yang baik dan prosedur pengawasan yang ketat
sangat penting untuk menjaga kualitas pangan. Kedua, keterbukaan informasi mengenai kondisi
produk pangan sangat penting. Publik berhak mengetahui mutu pangan yang diberikan kepada
mereka, sehingga transparansi dalam pengawasan menjadi kunci untuk membangun
kepercayaan masyarakat. Ketiga, standar kualitas yang ketat dalam pengadaan dan
penyimpanan beras serta bahan pangan lainnya sangat diperlukan. Keempat, pengawasan yang
efektif dari pemerintah dan instansi terkait sangat penting untuk memastikan keamanan
pangan. Ini juga mencakup kegiatan audit dan pemeriksaan berkala. Kelima, masyarakat perlu
diberdayakan untuk lebih peduli terhadap isu kualitas pangan. Keenam, respons terhadap
situasi darurat harus cepat dan efisien, termasuk rencana darurat untuk penanganan produk
yang tercemar dan komunikasi yang jelas kepada publik.

Menghadapi isu beras berkutu di gudang Bulog, Komisi IV DPR RI memiliki peran
penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan pangan di Indonesia. Pertama,
DPR harus mendorong perbaikan sistem manajemen dan pengawasan produk
pangan, dengan penegasan pada regulasi dan standar penyimpanan yang ketat.
Kedua, mendorong pemerintah melakukan audit berkala terhadap penyimpanan
dan distribusi beras guna memastikan kualitas dan keamanan produk yang
disalurkan kepada masyarakat. Hasil audit tersebut sebaiknya dipublikasikan
untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Ketiga, mendorong pemerintah
mengedukasi masyarakat mengenai cara mengenali pangan berkualitas. Edukasi
akan memberdayakan masyarakat untuk memilih produk yang aman. Melalui
langkah-langkah ini diharapkan Komisi IV DPR Rl dapat berperan aktif dalam
menciptakan sistem ketahanan pangan yang lebih baik dan menjaga kepercayaan
masyarakat terhadap pengelolaan pangan di Indonesia.
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